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DASAR HUKUM : PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Kepala UPTD. Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD. Pengembangan dan Integrasi

Layanan Digital

4. Admin Publikasi yang merupakan bagian dari Tim UPTD Pengembangan dan
Integrasi Layanan Digital yang bertugas dalam menayangkan Media
Sosialisasi pada Layanan Elektronik Pemerintah Provinsi Bali

5. Unit Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

PEMBAHARUAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Pembaharuan terkait SOP ini meliputi:
1. Penyesuaian Dasar Hukum.

1. Perangkat Komputer

2. Layanan Internet

3. Gadget/Smart Phone




2. Pelaksanaan menyesuaikan dengan terbentuknya UPTD. Pengembangan dan Integrasi 4. Layanan Elektronik Pemerintah Provinsi Bali
Layanan Digital. 5. Surat Permohonan Penayangan Media Sosialisasi

KETERKAITAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Pencatatan secara otomatis (/ogging) pada sistem yang digunakan untuk
menayangkan media sosialisasi

PERINGATAN :

Apabila media sosialisasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan SOP ini, maka penayangannya dapat terhambat atau tidak dapat diproses lebih lanjut.
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Permohonan Penayangan Sosialisasi
edia Sosialisasi kepada
Admin Publikasi.
File Media Sosialisasi dengar
ketentuan:
1. Resolusi dan Rasio:
> a. 1920 x 1080 piksel (rasio
16:9)
b. 1350 x 1080 piksel (rasio
4:5)
—Tidak— c. z1080 x 1080 piksel (rasio
1:1)
Kepala UPTD 2.Format File: Gambar dalam
Pengembangan dan Integrasi format *.JPG atau *.JPEG
Layanan Digital, Kepala Sub Ya 3.Ukuran File: Maksimal 1 MB
Bagian Tata usaha, dan 4. Pengiriman Desain: Desain
Admin Publikasi melakukan media sosialisasi disampaikan
diskusi terkait Standar file dalam tautan (link) terpisah.
Media Sosialisasi yang 5.Konten: +30 Hasil Review
disampaikan oleh Perangkat - Konten berfokus pada mater Menit Media
Daerah Pemohon. Apabila Sosialisasi

Media sosialisasi telah sesuai
dengan ketentuan yang
ditentukan maka Media
Sosialisasi akan ditayangkan
pada Layanan Elektronik
Pemerintah Provinsi Bali.

yang informatif, jelas, dan
mudah dipahami.

- Materi yang disampaikan
harus lugas dan langsung
pada pokok informasi.

6.Proporsi Foto dan Teks:

- Perhatikan estetika keseluruhat
design agar terlihat menarik
dan eye-catching (kontras,
kesatuan, harmoni).

7. Konten: Bersifat netral dan
tidak mengandung unsur
SARA, pornografi, atau hal-hal
yang dapat
menyinggung kelompok atau
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